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PUTUSAN
Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tbh
> Al poz dlalll oy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

........ , Tempat dan Tanggal Lahir di Kotabaru Seberida, 15 April 1987, Jenis
kelamin Perempuan, Suku Melayu, agama islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMP, kewarganegaraan Indonesia,
alamat Parit Kongsi Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang
Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 16 Juni 2021 memberikan kuasa kepada Yudhia Perdana
Sikumbang, S.H., CPL, Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum YPS
LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Soebrantas (depan Pengadilan
Agama Tembilahan) — Kab . Inhil Riau disebut sebagai PENGGUGAT.;

melawan

........ , Tempat dan Tanggal Lahir di Kisaran, 08 November 1975 jenis
kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Jalan simpang Pette viva gas Sri nambang RT006 RWO001 kelurahan
desa keritang kecamatan kemuning (Adi Kembar Shooting) kabupaten
Indragiri Hilir - Riau, disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17

Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan

dengan register Nomor 442/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 21 juni 2021, dengan
dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan
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dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2014, di hadapan
pejabat PPN KUA Kecamatan Kempas, kab. Indragiri hilir, dengan Kutipan
Akta Nikah No. 062/18/11/2021, tertanggal 14 Februari 2021,

2. Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status
Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di
rumah orangtua Penggugat yang terletak Parit Kongsi Desa Pasar Kembang
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir — Riau, selama kurang lebih 3
(tiga) masing-masing, adapun bertemu antara penggugat dan tergugat
hanya sebulan sekali;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
belum dikaruniai orang anak/keturunan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dalam keadaan rukun pada saat menikah namun sejak 3 (tiga) hari
setelah pernikahan Penggugat langsung memutuskan untuk berpisah yang
penyebabnya antara lain:

5.1. Penggugat tidak bisa melayani Tergugat baik secara lahir & Bathin
layaknya sebagai istri pada umumnya;

5.2. Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat;

5.3. Penggugat khawatir menambah dosa karena tidak bisa melayani suami,
menjadikan alasan untuk berpisah

6. Bahwa puncak keinginan Penggugat untuk berpisah
seketika 3 (tiga) hari setelah pernikahan dilaksanakan;

Bahwa akibat dari keputusan Penggugat tersebut,
akhlrnya sejak tiga hari setelah pernikahan hingga saat ini Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah antara keduanya, dalam pisah rumah
tersebut Tergugat Jalan simpang Pette viva gas Sri nambang RT006 RW001
kelurahan desa keritang kecamatan kemuning (Adi Kembar Shooting)
kabupaten Indragiri Hilir — Riau.

8. Bahwa sejak antara Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah
Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka hak
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena
sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami
terhadap Penggugat maupun sebaliknya Penggugat tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai istri kepada Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya persoalan rumah tangga sebagaimana disebutkan
diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah tidak mungkin
hidup bersama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak mampu
dan menjadi istri untuk melayani suaminya dan rumah tangga keduanya
sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa dengan uraian diatas, Penggugat meyakini tujuan untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia (sakinah mawaddah warohmah) sudah tidak
dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari
Tergugat;
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11. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah KUA
Kecamatan Keritang kab. Indragiri Hilir, maka Penggugat mohon agar
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan Mengirimkan salinan putusan ini
setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada KUA tempat pernikahan
Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan KUA tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat;

12.Bahwa atas kondisi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana disebutkan diatas, maka Penggugat menilai bahwa alasan-
alasan diatas telah cukup, akhirnya Penggugat memutuskan untuk
menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian di Pengadilan
Agama Tembilahan;

13. Bahwa Penggugat mampu dan berkesanggupan untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (. . . . . . .. ); terhadap
Penggugat (. ... .... )
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang
lain sebagai wakillkuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di ruang
sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari
alasan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi
nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan

Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut,
pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang
diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan
ditambah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kempas Kabupaten
Indragiri Hilir, Nomor 062/18/11/2021 Tanggal 14 Februari 2021. Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. ... ... , umur 27 tahun, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada 14 Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
selama 3 (tiga) hari, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang
anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
rasa mencintai dan menyayangi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dalam keadaan sehat;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak 3 (hari) setelah pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. .. , umur 47 tahun, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada 14 Februari 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
selama 3 (tiga) hari, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang
anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
rasa mencintai dan menyayangi;
- Bahwa saksi mengetahui dengan menyaksikan langsung dan
bertanya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak 3 (hari) setelah pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah
Penggugat untuk menjenguk Orangtua Penggugat namun tidak
bermalam di rumah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

3. , umur 23 tahun, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Keponakan Penggugat;
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- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada 14 Februari 2021 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat
selama 3 (tiga) hari, hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang
anak;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
rasa mencintai dan menyayangi;

- Bahwa malam pertama dan malam kedua pernikah, Penggugat
dan Tergugat tidak dalam satu kamar;

- Bahwa saksi mengetahui dengan menyaksikan langsung dan dari
curhatan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dalam keadaan sehat;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah datang 3 (tiga) kali untuk
menanyakan dana tau mengobati Penggugat, agar mencoba
mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak 3 (hari) setelah pernikahan sampai sekarang;

- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah
Penggugat untuk menjenguk Orangtua Penggugat namun tidak
bermalam di rumah Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan
tanggapan maupun bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat
dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat
tertanggal 16 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tembilahan dengan Nomor 368/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 21 Juni
2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, dan Hakim
telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa
Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus
menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi
bantuan hukun yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin
kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo
sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga
tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta
tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut
dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan
tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri (in-casu Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuaan
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Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan
perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan
Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaiakan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat
kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai
kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada
pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah
Penggugat tidak bisa melayani Tergugat baik secara lahir & Bathin layaknya
sebagai istri pada umumnya, Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada
Tergugat dan Penggugat khawatir menambah dosa karena tidak bisa melayani
suami, menjadikan alasan untuk berpisah dan akibat dari persoalan tersebut,
Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 18 Februari 2021
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan 3 (tiga) orang saksi bernama
........ yeea.a... dan........, yang Majelis Hakim pertimbangkan
sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta
otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen)
dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur
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formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima
dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat
data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan
terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 14 Februari 2021 dan sampai saat ini belum pernah
putus karena percerain, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak
yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat di atas adalah
orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam
perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta
masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh
karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Paraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan
didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya
menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara
langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat tidak lagi mencintai
dan menyayangi Tergugat sejak setelah pernikahan, bahkan hanya 3 (tiga)
malam serumah tanpa adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan
Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih
kurang 4 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan
menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi
telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309
R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan
dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis
Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah
yang menikah pada tanggal 14 Februari 2021 dan tercatat secara resmi di
KUA Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor
062/18/11/2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) hari
hingga berpisah dan blelum dikaruniai anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun lagi karena Penggugat tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah di obati 3 (tiga) kali oelh keluarga Tergugat
agar kembali mencintai dan menyayangi Tergugat, namun karena Penggugat
merasa tidak merasa sakit, Penggugat tetap masih tidak mencintai dan
menyayangi Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
18 Februari 2021 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk

merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa
Penggugat tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat, serta Penggugat
dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 18 Februari 2021 sampai
sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah
cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi
ketidakharmonisan perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah sulit
untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tidak berkumpulnya Penggugat dan Tergugat
kurang lebih 4 (empat) bulan, tidak pernah saling berkunjung, tidak berkumpul
layaknya suami istri, tidak ada inisiatif dari Penggugat maupun Tergugat untuk
saling berkunjung agar rumah tangganya kembali bersatu, serta dimana
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rentang waktu tersebut ada hari dimana keluarga akan lebih meningkatkan
ibadahnya, mempereratkan rumah tangganya dengan hadirnya bulan
Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah, senyatanya Tergugat tidak kembali ke
rumah Penggugat baik selama Bulan Ramadhan maupun Idul Fitri 1442
Hijriyah, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan
Tergugat telah pecah (broken home) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan
perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Menimbang, bahwa tujuan Iluhur dari perkawinan sebagaimana
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang
bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk
terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami
istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;
Menimbang, bahwa ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama
baik antara Penggugat maupun Tergugat, secara nyata terlihat tidak tampak
ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama, dengan hanya berkumpulnya
Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah bukan satu kamar setelah
pernikahan hanya 3 (tiga) hari, lalu berpisah rumah hingga sampai saat ini;
Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga agar suami istri tentram dan
timbul rasa kasih sayang sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat

ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

oSy Jxz g Led] loiSaud) Lrlgl aSassil o o) 315 0l il ros
095k poid LY W (38 0] daz )9 8390
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih
sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”;
Menimbang, bahwa tujuan tersebut tidak terlihat dengan pengakuan

Penggugat tidak adanya lagi rasa kasih sayang serta Tergugat pun tidak lagi
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kembali bersama Penggugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah
mawaddah wa rahmabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk
mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup
membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali,
sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap
dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk
keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak
dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan
batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut
dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas
hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (,<Uaidlg olauisVl),
halaman 62 sebagai berikut:

L soummsoll g9 p28 axbao g Bouwmso o i ls Lo
(W]

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang
didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis

Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab Mada

Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi
pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

5 cho Vg muai ard giiy ply arzgill slAll laiai (> GMall pllas eMuwdl | 29

aloy )l puai >

ol guzg 1 3ol Gle @S Ol olise JraiwIl OY o, b 0o 8u500 475l

2o, ol 132 g .x50ll

allasl

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa,
karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak
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dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang
bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 863
K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, menyatakan bahwa baru dikatakan
pertengkaran apabila adanya pertengkaran berupa suara yang keras yang
menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kekesalan dan dengan emosi
yang meluap serta mimic yang mengekspresikan ketidak-senangan;

Menimbang bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau
bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain
dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan,
kekecewaan atau ketidak senangan;

Menimbang bahwa hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut
dapat menahan emosi atau malu dilihat orang, bertengkar atau tidak pandai
bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainyapun ada perselisihan yang
hebat di antara mereka orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah
melihat/mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau
dalam kehidupan dalam perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi
suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di
hadapan orang lain, bahkan adalah lumrah apabila mereka menyembunyikan
adanya perselisihan itu dari keluarganya, dari anak-anaknya dan dari khalayak
umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar
untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan
pertengkaran suami isteri tertentu itu, apalagi untuk mencari saksi yang dapat
melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil yang di
ajukan oleh Penggugat Majelis pertimbangkan masuk kepada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian

berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
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tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan
untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak
satu ba’'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang
ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan
biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (. . . .. ... ) terhadap
Penggugat (. ....... );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14
Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh
kami AMRY SAPUTRA, S.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD
AIDZBILLAH, S.Sy. dan AHMAD KHATIB, S.H.l.,, masing-masing sebagai
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Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota yang sama dan dibantu oleh M. THAIF, S.H.l.,, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. AHMAD KHATIB, S.H.l.
Panitera Pengganti,

M. THAIF, S.H.l.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- Proses "Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 1.155.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 1.275.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
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